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Orang harus bebas untuk membentuk kehidupannya sendiri dan mempunyai suatu hak 

untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh sistem politik di 

negaranya.Apakah sumber daya yang ada di bumi ini kurang bagi kehidupan manusia? 

Kalau saja ada pembagian di seluruh dunia atas dasar yang lebih adil, maka tak akan 

perlu lagi ada orang yang kelaparan. Yang kurang bukanlah makanan melainkan 

pembagian yang jujur. Suatu proses pertumbuhan yang hanya menguntungkan minoritas 

yang paling kaya dan menjaga, atau bahkan menambah, perbedaan (disparitas) antara dan 

di dalam negara adalah bukan pembangunan, melainkan penghisapan (eksploitasi). Kita 

harus mencoba membangun suatu dunia di mana terdapat lebih sedikit penghisapan alam 

oleh manusia dan juga penghisapan manusia yang satu oleh manusia lainnya.  

Manusia perlu kebebasan dalam menentukan hidupnya, baik dalam mensejahterakan 

hidupnya dan berperan serta dalam pemerintahan di negaranya. Pernyataan kebebasan 

manusia dalam pemerintahan dapat kita temukan dalam Pasal 21 Deklarasi Universal 

tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

menyatakan “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara 

langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih dengan bebas; kehendak rakyat harus 

menjadi dasar kekuasaan pemerintah”. Hak ini juga diakui dalam Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : “Setiap 

orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, 

pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan 

yang bersih, efektif dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”.  
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Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan :“Masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 

rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Ada dua mekanisme penting 

yang perlu diperhatikan dalam konsep partisipasi yaitu pertama adalah masalah dengar 

pendapat pihak yang terlibat dan kedua adalah hak masyarakat atas informasi. Kedua 

mekanisme ini dapat menjamin kualitas partisipasi publik, dalam arti bahwa sebelum 

pemerintah membuat keputusan, harus didahului dengan mekanisme penjaringan aspirasi 

atau mendengar apa aspirasi atau keinginan dari pihak yang akan terkait atau stake 

holders. Di samping itu dari mekanisme hak atas informasi, masyarakat atau publik pun 

tahu adanya kebijakan baru yang akan diambil oleh Pemerintah.  

 

Arti penting partisipasi terletak pada fungsinya, fungsi pertama adalah sebagai sarana 

swaedukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Partisipasi 

masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik seyogyanya berjalan di semua 

jenjang pemerintahan. Fungsi kedua, sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan 

antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat 

dapat terserap dalam agenda pemerintahan. Kemudian jika dilihat dari manfaatnya, maka 

partisipasi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat, karena didasarkan pada 

kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat.  

 

Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu 

penerapan yang telah dibuat, karena komitmen ini merupakan modal utama bagi 

keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sehingga dari adanya partisipasi ini dapat 

dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari local governance.  

 

Kenapa kebijakan publik yang dipilih adalah Perda tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)? APBD merupakan salah satu perda yang dibuat oleh 

pemerintah daerah tiap tahunnya. Dari APBD tersebut masyarakat dapat mengetahui 
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berapa biaya pembangunan daerahnya yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan dari 

APBD dapat juga diketahui arah pembangunan dari daerah tersebut.  

 

Mardiasmo, mengemukakan bahwa arti penting dari anggaran daerah (APBD) dapat 

dilihat dari dua aspek : a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk 

mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada 

terbatas. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan 

anggaran/penyusunan dan pembentukan APBD menjadi sesuatu yang amat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  

 

Pada akhirnya dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui alasan mengapa 

diperlukannya peran serta masyarakat (partisipasi publik) dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan terutama peraturan daerah tentang anggaran dan belanja daerah dan 

mekanisme/prosedur dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wadah partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembentukan perda baik oleh bihak eksekutif 

(pemerintah) melalui mekanisme musrenbang dan legislatif (DPRD) melalui mekanisme 

reses atau publik hearing.    

 

 
 
THE PUBLIC PARTICIPATION WITHIN THE ESTABLISHING OF THE LOCAL 
GOVERNMENT ACT UPON APBD/ REGIONAL BUDGET OF THE REGENCY/ 
MUNICIPALITY  
 
Anggit Wicaksono  
 
People shall be free to establish his/ her own life and possess privilege to participate into 

the decision made by the political system in his/ her country. Human requires freedom 

upon the life decision-making, either when s/ he develops his/ her prosperity or 

participates upon the country. The statement of human freedom upon the governance 

could be seen upon Article 53 of Republic of Indonesia Law No. 10, 2004 upon the 

Establishing of the Regulation states that: “The society possesses a right to provide 
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opinion in words or in writing in order to the preparation or the discussion of the Bill 

draft and the draft of the regional regulation”.  

The importance of participation lies upon the function, the first function is for the facility 

of self-education toward the society upon every public problem. The second function is 

as the facility to show the balance between the society and the government, so that the 

interest and knowledge of the society can be absorbed upon the governance agenda. 

Then, if we see it from the advantage, the participation can increase the quality of the 

made decision, since it is based upon the real interest and knowledge that is upon the 

society.  

Regional Budget (APBD) is one of Regional regulations (Perda) made by the Local 

Government annually. From the APBD, the society can recognize how much the cost for 

the area development that is managed by the Local Government and from the APBD; we 

can also see the direction of the development of the area.  
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